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BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Keberadaan lembaga KPU dibentuk melalui Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5) yang berbunyi “Pemilihan

Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat

nasional, tetap dan mandiri”. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar ini melahirkan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pemilihan Umum dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden

dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota. Kehadiran Warga Negara dalam

memberikan suaranya di tempat pemungutan suara menjadi faktor penting akan

implementasi atas peraturan di atas, walaupun rendahnya partisipasi masyarakat

dalam memberikan suaranya tidaklah menjadi faktor pembatalan hasil Pemilu

namun hal tersebut menunjukan kematangan dan kesadaran masyarakat dalam

berdemokrasi yang memposisikan dirinya sebagai unsur sentral berdirinya suatu

negara.

Keberadaan Lembaga KPU beserta jajarannya (KPU, KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota) dalam menyelenggarakan Pemilu setiap lima tahun sekali

berkewajiban melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi penyelenggaraan

Pemilu dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

berdemokrasi.

Dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan tersebut dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sesuai dengan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintahan (SAKIP) menyatakan setiap kementerian/lembaga untuk

dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan kegiatan yang

dibebankan pada APBN/APBD melalui penyusunan dan menyajikan laporan
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kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang

telah dialokasikan. Selain Perpres tersebut, Permen PANRB Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

Cara Ulasan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dijadikan dasar rujukan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dibebankan kepada APBN serta untuk melaksanakan asas keterbukaan,

akuntabilitas dan profesionalitas, KPU Kota Sawahlunto menyusun Laporan

Kinerja. Pada Laporan ini dijelaskan mengenai capaian kinerja KPU Kota

Sawahlunto Tahun 2021 yang didasarkan kepada penetapan kinerja tahun 2021

yang dapat memberikan gambaran tingkat kegagalan dan keberhasilan

pencapaian kinerja dalam satu tahun serta analisis terhadap capaian tersebut

sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan untuk masa yang akan

datang.

B. Landasan Hukum
Penyusunan Laporan ini di dasarkan atas :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;
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8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/

Lembaga Tahun 2020-2024;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah;

10.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

11.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/

Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun

2020-2024;

12.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018

tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum.

C. Gambaran Organisasi
Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto merupakan bagian dari Komisi

Pemilihan Umum yang bersifat tetap, dan mandiri sebagai penyelenggara

sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.



10 Februari 2022 LAPORAN KINERJA KPU KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021

4

Bagan Hubungan Organisasi KPU

Berikut gambaran kedudukan, tugas dan fungsi KPU Kota Sawahlunto

didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum.

1. Kedudukan

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota berkedudukan di pusat pemerintahan Kota. Lebih lanjut

kedudukan KPU Kabupaten/Kota dijelaskan dalam Pasal 4 yata (3) Peraturan

KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga

Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota. KPU Kota berkedudukan di pusat

pemerintahan Kota.

2. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19, tugas dan kewenangan KPU

Kabupaten/Kota meliputi :

a. KPU Kabupaten/Kota bertugas:

1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan

oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
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4) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan

memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan

menetapkannya sebagai daftar pemilih;

6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara

Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan

berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan

suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu,

Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

8) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai

dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di

Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan

oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

10)Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan

dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada

masyarakat;

11)Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilu;

12)Dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,

KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

b. KPU Kabupaten/Kota berwenang:

1) Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;

2) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi perhitungan suara

Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi suara

dan sertifikat rekapitulasi suara;

4) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan

hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkanya;

5) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara

anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan
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yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu

berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan

Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan

perundang-undangan;

6) Dan melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU

Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

Berdasarkan Pasal 20 KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat

waktu;

b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;

c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada

masyarakat;

d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan

Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU

Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan

pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik

Indonesia;

g. Mengelola barang investaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

h. Menyampaikan laporan periodic mengenai tahapan Penyelenggaraan

Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusanya

kepada Bawaslu;

i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat

kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah

rekapitulasi di kabupaten/kota;
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l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara

berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. Melaksanakan putusan DKPP; dan

n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi

dan/atau pwerauran perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di KPU Kota Sawahlunto didukung

dan difasilitasi oleh sekretariat sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tugas, kewenangan dan

kewajiban Sekretariat KPU Kota diatur dalam Pasal 88 yang berbunyi :

1. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

b. Memberikan dukungan teknis administratif;

c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam

menyelenggarakan Pemilu;

d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu

anggota DPR, DPD, presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;

e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU

Kabupaten/Kota;

f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan

pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan

g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

2. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan

Pemilihan Bupati/W alikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan

kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana

dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan

c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;



10 Februari 2022 LAPORAN KINERJA KPU KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021

8

b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan

c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

4. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi

keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

D. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, struktur organisasi pada Komisi

Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai

berikut:

Struktur Organisasi KPU Kota Sawahlunto

Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor

1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Pembagian

Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ KIP

Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan menindaklanjuti

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor

129/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/X/2018 tentang Penetapan Divisi dan

Penanggungjawab Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto

Periode 2018-2023, Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto melakukan

pembagian divisi dan wakil divisi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
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Pembagian Divisi dan Wakil Divisi KPU Kota Sawahlunto

Nama
Divisi Koordinator

WilayahKetua Wakil
Fadhlan
Armey

Keuangan,

Umum, Rumah

Tangga dan

Logistik

Desy Fardila

Jasmadi Teknis

Penyelenggaraan

Fadhlan Armey Silungkang

Desy Fardila Sosialisasi,

Pendidikan

Pemilih,

Partisipasi

Masyarakat dan

SDM

Akhaswita Talawi

Rika Arnelia Perencanaan

Data dan

Informasi

Jasmadi Lembah Segar

Akhaswita Hukum dan

Pengawasan

Rika Arnelia Barangin

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, Pembagian tugas per divisi dapat

dijabarkan sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas

untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau,

supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;

b. Protokol dan persidangan;
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c. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;

d. Pelaksanaan, pertangungjawaban, dan pelaporan keuangan;

e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji

DPRD Kabupaten/Kota; dan

f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik

Pemilu dan Pemilihan.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber

Daya Manusia sebagaimana, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan,

menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi

terkait dengan kebijakan:

a. Sosialisasi kepemiluan;

b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;

c. Publikasi dan kehumasan;

d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;

e. Kerja sama antar lembaga;

f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;

g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;

h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja Sumber Daya Manusia;

i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;

j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan Sumber Daya Manusia;

k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan

l. Pengelolaan dan pembinaan Sumber Daya Manusia.

3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk

mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau,

supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

a. Menjabarkan program dan anggaran;

b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;

c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dana nggaran;

d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;

e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;

f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan

g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
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4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan,

menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi

terkait dengan kebijakan:

a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;

b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;

c. Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;

d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan

suara;

e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;

f. Pelaporan dana kampanye; dan

g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengkoordinasikan,

menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi

terkait dengan kebijakan:

a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

b. Telaah hukum dan advokasi hukum;

c. Dokumentasi dan publikasi hukum;

d. Pengawasan dan pengendalian internal;

e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan,

serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan

f. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku

yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Dalam rangka memudahkan tugas ke KPU-an selain pembagian tugas

per-divisi, juga dilakukan pembagian tugas per wilayah di Kota Sawahlunto

sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, sebagaimana dapat

dilihat pada struktur organisasi di atas.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota KPU Kota Sawahlunto

didukung dan difasilitasi oleh sekretariat sebagaimana yang dinyatakan dalam

ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
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E. Sistematika Penyajian
Sistematika penulisan laporan ini terinci sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, tujuan penulisan laporan, tugas dan

kewajiban lembaga, struktur organisasi dan sistematika penulisan, yang

merangkum tentang penjelasan organisasi, dengan aspek strategis

organisasi dan permasalahan utama (strategic issued) yang sedang

dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Menguraikan perencanaan target kerja dan indikator pencapaian kinerja

dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjabarkan capaian kinerja organisasi yang sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara target dan

realisasi kinerja tahun ini, dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Anaslisis terhadap penyebab keberhasilan dan kegagalan atau

peningkatan dan penurunan kinerja serta alternatif/ solusi yang dilakukan.

Menganalisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan

kegagalan. Menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP

Menyimpulkan secara menyeluruh capaian kinerja organisasi dan

langkah-langkah untuk masa tahun yang akan datang untuk meningkatkan

kinerja bagi para pengambil kebijakan.

LAMPIRAN :

Penetapan Kinerja KPU Kota Sawahlunto Tahun 2021



10 Februari 2022 LAPORAN KINERJA KPU KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021

13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Sasaran Strategis
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan

Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana

Strategis KPU Tahun 2020-2024.

Untuk menjalankan tantangan terbesar KPU tersebut, KPU Kota Sawahlunto

melaksanakan visi dan misi yang ditetapkan oleh KPU RI untuk mencapai tujuan

dan sasaran strategis dalam Penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu

1. Visi dan Misi KPU

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang

ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan

dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan

Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang

Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

dengan itu, maka pengertian katamandiri, profesional dan berintegritas adalah

sebagai berikut:

a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun,

disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai

dengan peraturanperundang-undangan.

b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi,akuntabel.

c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten,

aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan

mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum dan upaya-upaya

yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode

2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil

Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan

terpercaya’’dengan uraian sebagai berikut:
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a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan

berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara

Pemilu.

b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan

kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan

efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.

d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam

menyelenggarakan Pemilu Serentak.

e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.

f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh

pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi

Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi

menjadi dua, yakni:

a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan

kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain;dan

b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Sebagai lembaga yang berdiri secara hierarkis tujuan yang ingin dicapai

oleh KPU Kota Sawahlunto adalah tujuan yang ditetapkan oleh KPU. Dalam

rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum,

maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan

berintegritas;

b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu,

efisien dan efektif;dan

c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia,

Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum

yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :
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Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi

Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, adalah:

a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;

b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;

dan

c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan

Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, adalah:

a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk

seluruh lapisan masyarakat;dan

b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan

Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta

dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang

terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu

Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, adalah

terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai

penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi

Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat

dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum dapat

dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program, yakni :

1. Program Dukungan Manajemen,

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

Dalam mencapai sasaran strategis yang ditetapkan oleh KPU, KPU Kota

Sawahlunto dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam

pencapaian sasaran strategis KPU, pada tahun 2021 sesuai tugas dan fungsi

kelembagaan menetapkan sasaran kegiatan berupa :

a. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum;

b. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan;

c. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta

akurat;
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d. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan

dan Perundangan yang berlaku;

e. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib,

efektif dan efisien.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
KPU Kota Sawahlunto telah menetapkan rencana kinerja yang akan

dilaksanakan pada tahun 2021. Penetapan Kinerja selaku tekad dan janji rencana

kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja KPU Kota Sawahlunto Tahun 2021

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4

I Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

1 Terlaksananya pengelolaan

dan pelayanan informasi

hukum

Produk hukum yang dikelola dan

didokumentasikan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

1

Dokumen

Produk hukum yang disajikan

secara tepat, cepat dan akurat

1

Dokumen

2 Terlaksananya layanan

administrasi PAW tepat waktu

dan sesuai aturan

Proses PAW Anggota DPR, DPD,

DPRD Kota dapat diselesaikan

dalam waktu 5 (lima) hari kerja

1

Dokumen

3 Meningkatnya kualitas layanan

informasi dan data yang cepat

serta akurat

Permohonan informasi yang

ditindaklanjuti melalui PPID sesuai

dengan SOP

1

Dokumen

II Program Dukungan Manajemen

1 Terwujudnya Pengelolaan

Barang Milik Negara sesuai

dengan Peraturan dan

Perundangan yang berlaku

Jumlah Laporan Barang Milik

Negara Berdasarkan SIMAK BMN

yang Datanya Sesuai dengan

Data SAK

1

Dokumen

2 Terwujudnya sistem

administrasi penyelenggaraan

Pemilu yang tertib, efektif dan

efisien.

Target Kinerja tercapai sesuai

perjanjian kinerja

1

Dokumen
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja
Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh KPU Kota Sawahlunto merupakan

suatu proses kegiatan yang pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari

proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan

demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2021 merupakan

bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk

keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian

satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran

Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat

mencerminkan kinerja secara menyeluruh.

Penetapan kinerja dilakukan pengukuran melalui indikator kinerja sehingga

melahirkan capaian kinerja sebagai berikut :

Capaian Kinerja KPU Kota Sawahlunto Tahun 2021

No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)

I. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

1.

Produk hukum yang dikelola dan

didokumentasikan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

1 Dok 1 Dok 100%

2.
Produk hukum yang disajikan secara

tepat, cepat dan akurat
1 Dok 1 Dok 100%

3.

Proses PAW Anggota DPR, DPD,

DPRD Kota dapat diselesaikan dalam

waktu 5 (lima) hari kerja

1 Dok 1 Dok 100%

4.

Permohonan informasi yang

ditindaklanjuti melalui PPID sesuai

dengan SOP

1 Dok 1 Dok 100%

II. Program Dukungan Manajemen

1.

Jumlah Laporan Barang Milik Negara

Berdasarkan SIMAK BMN yang

Datanya Sesuai dengan Data SAK

1 Dok 1 Dok 100%
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No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)

2.
Target Kinerja tercapai sesuai

perjanjian kinerja
1 Dok 1 Dok 100%

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan

Rencana Kinerja Tahunan.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Berikut uraian evaluasi dan analisis capaian dari masing-masing sasaran

kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Sawahlunto selama tahun 2021,

sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Target Realisasi
%

Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)

1.

Produk hukum yang dikelola dan

didokumentasikan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

1 Dok 1 Dok 100%

Hukum merupakan informasi yang bersifat publik, artinya masyarakat

diberikan kebebasan untuk mendapatkan informasi mengenai hukum atau dalam

konteks gagasan ini dimaksudkan masyarakat bebas mendapatkan informasi

terkait produk hukum daerah yang diinginkan. Kebebasan ini tentunya sangat

diperlukan, mengingat produk hukum secara umum tidak akan punya arti jika

tidak ada yang mengetahui eksistensinya. Peran Informasi menjadi sangat

penting karena merupakan sarana strategis agar hukum dapat diketahui,

dimengerti, dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berpijak dari pemikiran di atas, maka pengolahan produk hukum di Subbagian

Hukum KPU Kota Sawahlunto yang selama ini dilakukan dengan

cara konvensional dan butuh waktu yang lama yaitu mengandalkan proses

scanning naskah asli produk hukum yang diterbitkan. Tentunya hal ini

berangsur-angsur menjadi tidak relevan lagi untuk menjawab kebutuhan pimpinan,
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instansi terkait, dan masyarakat pengguna informasi produk hukum yang pada

masa ini menuntut harus cepat, tepat, dan akurat. Proses pengolahan yang

dilakukan secara konvensional menjadi salah satu faktor lambannya

penyebarluasan informasi hukum dimana pada saat ditetapkan dan/atau

diundangkan harus segera disebarluaskan kepada masyarakat.

KPU Kota Sawahlunto membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum (JDIH) dimana segala produk hukum terkait kepemiluan diinventarisasi,

didokumentasikan dan diinformasikan dalam JDIH yang dapat diakses oleh

masyarakat luas melalui link https://jdih.kpu.go.id/sumbar/sawahlunto/.

No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)

2.
Produk hukum yang disajikan secara

tepat, cepat dan akurat
1 Dok 1 Dok 100%

Terkait penyajian produk hukum yang tepat, cepat dan akurat, KPU Kota

Sawahlunto tercatat mengolah, menetapkan dan mendokumentasikan sepanjang

https://jdih.kpu.go.id/sumbar/sawahlunto/
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Tahun 2021 sebanyak 22 (dua puluh dua) Surat Keputusan KPU Kota

Sawahlunto yang disajikan atau ditetapkan sesuai dengan tahapan

pelaksanaannya dan dengan 63 (enam puluh tiga) Berita Acara.

No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)

3.

Proses PAW Anggota DPR, DPD,

DPRD Kota dapat diselesaikan dalam

waktu 5 (lima) hari kerja

1 Dok 1 Dok 100%

Pelaksanaan kegiatan ini melalui beberapa tahapan untuk mencapai target

yang ditetapkan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

KPU Kota Sawahlunto pada tahun 2021 tercatat menerima pemrosesan terhadap

satu orang anggota PAW atas nama Jhon Reflita dari Partai Perindo. Proses

pelaksanaan diawali dengan diterimanya :

1) Menerima tembusan Surat dari Partai PERINDO untuk Ketua DPRD Kota

Sawahlunto, Nomor 020/D.1/DPD.PERINDO-SWL/X/2020, Tanggal 11

November 2020 Perihal: Pernyataan Pengunduran Diri Anggota DPRD Kota

Sawahlunto.

2) Menerima tembusan Surat Dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Sawahlunto kepada Gubernur Sumatera Barat Nomor :

171/971/DPRD-SWL/2020 Tanggal 23 November 2020 Perihal Usulan

Pemberhentian Dari Jabatan Anggota DPRD Kota Sawahlunto.

3) Menerima Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171 – 21 –

2021 Tanggal 19 Januari 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.

4) Menerima Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto

Nomor: 171/63/DPRD-SWL/2021 Tanggal 26 Januari 2021 Perihal Usulan

Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Sawahlunto an. Jhon Reflita.

Dengan diterimanya surat dari DPRD Kota Sawahlunto, KPU Kota

Sawahlunto menggelar Rapat Pleno Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto An. Jhon Reflita pada hari
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Rabu tanggal 27 Janurai 2021 dengan simpulan rapat untuk melakukan klarifikasi

kepada Partai Perindo terkait peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya

nomor 2 (dua) atas nama Sdr. Ramon Liadi, ST. MM masih memenuhi syarat

berdasarkan Pasal 19 peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 yang dilengkapi

dengan Form Surat Pernyataan yang akan diisi oleh parpol dan Calon Pengganti.

Setelah diterimanya hasil klarifikasi dari Partai Perindo, KPU Kota Sawahluto

melaksanakn Rapat Pleno Penetapan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto An. Jhon Reflita pada hari Senin

tanggal 1 Februari 2021 yang menetapkan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan syarat calon pengganti

antarwaktu disampaikan bahwa calon pengganti antarwaktu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto dari partai Perindo mewakili Daerah

Pemilihan Kota Sawahlunto 2 peringkat suara sah nomor 1 (satu) atas nama Sdr.

Jhon Reflita adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 2 (dua)

atas nama Sdr. Ramon Liadi, ST. MM dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon

Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Sawahlunto.

Pada tanggal 1 Februari 2021 melalui surat Nomor :

033/PY.03.1-SD/1373/KPU-Kot/I/ 2021 menyampaikan Pengganti Antar Waktu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto atas nama Sdr.

Jhon Reflita, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.

Berdasarkan hasil uraian pelaksanaan kegiatan di atas, KPU Kota

Sawahlunto tercatat melakukan Proses PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Kota

dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung tanggal 27 s.d 29

Januari 2021 dan 1 Februari 2021.

No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)

4.

Permohonan informasi yang

ditindaklanjuti melalui PPID sesuai

dengan SOP

1 Dok 1 Dok 100%

Pencapaian Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat dalam dua indikator :
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1) Kepuasan Pemohon informasi

2) Perolehan penghargaan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi

Provinsi Sumatera Barat sebagai peringkat pertama dari kategori KPU Tingkat

Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat dengan predikat menuju informatif.

KPU Kota Sawahlunto pada tahun 2021 tercatat memproses permohonan

informasi permohonan informasi publik sebanyak 10 (sepuluh) pemohon dengan

rincian sebagai berikut :

KPU Kota Sawahlunto meminta penilaian terhadap layanan informasi

yang diberikan. Berikut merupakan rekapitulasi penilaian pelayanan PPID

KPU Kota Sawahlunto selama tahun 2021 :
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Lembar Penilaian Pemohon terhadap hasil informasi yang telah diberikan

Penerimaan permohonan terhadap informasi KPU Kota Sawahlunro ini, tidak

dapat dikategorikan sedikit untuk sepanjang tahun 2021, hal ini disebabkan KPU

Kota Sawahlunto memposting setiap data dan informasi yang bersifat terbuka

untuk masyarakat luas di website dan media sosial KPU Kota Sawahlunto

sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengakses data dan informasi secara

langsung melalui website dan media sosial tanpa harus mendatangi Kantor KPU

Kota Sawahlunto. Berikut jumlah postingan KPU Kota Sawahlunto sepanjang

Tahun 2021 :

No Jenis Detail/Dokumentasi

1
Webiste :

kota-sawahlunto@kpu.go.id

Jumlah Postingan : 190

Jumlah View : 3.664

Jumlah Like : 134

mailto:kota-sawahlunto@kpu.go.id
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No Jenis Detail/Dokumentasi

2 Page Facebook : KPU Kota

Sawahlunto

Jumlah Teman : 4.224

Jumlah Postingan : 1.005

Jumlah View : 105.115

Jumlah Like : 4.211

Jumlah Tanggapan :45

Jumlah Shared : 204

3 Twitter : @KPUSawahlunto Jumlah Pengikut : 906

Jumlah Postingan : 771

Jumlah View Video : 123

Jumlah Suka : 1.248

Jumlah Retweet : 64

Jumlah Komentar : 2
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No Jenis Detail/Dokumentasi

4 Instagram : kpusawahluntokota Jumlah Pengikut : 1.288

Jumlah Postingan : 870

Jumlah Suka : 9.080

Jumlah Komentar : 177

Jumlah Tayangan : 5.086

5 Youtube :

KPU Kota Sawahlunto

Jumlah Subscriber : 140

Jumlah Vidio : 43

Jumlah Kali Ditonton : 271

Jumlah Suka : 75

Jumlah Komentar : 0

6 Tiktok :

@kpusawahlunto

Jumlah Pengikut : 3

Jumlah Vidio : 1

Jumlah View : 3

Jumlah Like : 1
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No Jenis Detail/Dokumentasi

7 WA Grup :

081378691939

- Membagikan informasi atau

infografis tahapan melalui status

atau WA grup (Ad Hoc, Pers,

Kepala Sekolah Tingkat SLTA

Sederajat, Bakohumas)

- Melayani pertanyaan atau

permintaan informasi dari

stakeholder ataupun masyarakat
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Perbandingan Jumlah Follower KPU Kota Sawahlunto 2020-2021

Facebook Instagram Twitter Youtube
Des 2020 : 2.424 Des 2020 : 1.198 Des 2020 : 723 Des 2020 : 113

Jun 2021 : 3.484 Jun 2021 : 1.220 Jun 2021 : 723 Jun 2021 : 116

Des 2021 : 4.224 Des 2021 : 1.288 Des 2021 : 906 Des 2021 : 140

Selain itu KPU Kota Sawahlunto juga menginformasikan tentang kepemiluan

melalui Program “KPU Beritahu”, dan mengadakan doorprize melalui Program

“Pemilih Berseru” setiap minggunya.

- KPU “Beritahu” :

Penayangan infografis kepemiluan ataupun penyelenggara di seluruh

akun media sosial KPU Kota Sawahlunto

- Pemilih “Berseru” :

Kuis kepemiluan ataupun penyelenggara di akun instagram KPU Kota

Sawahlunto yang berhadiah merchandise untuk 3 orang pemenang
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KPU Kota Sawahlunto mengikuti penilaian PPID Tahun 2021 yang

dilaksanakan oleh KI Sumatera Barat dalam 4 tahap :

a. Tahap satu (1) mengisi dan mengirimkan SAQ dengan menggunakan

lembar SAQ (soft copy)

b. Tahap dua (2) verifikasi SAQ dengan website dan dokumen pendukung

c. Tahap tiga (3) Visitasi

d. Tahap empat (4) Presentasi, tahap ini menentukan peringkat 1 s/d 3 KPU

Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat.

KPU Kota Sawahlunto melakukan pengisian kuisioner yang diberikan oleh KI,

kemudian mengirim kuisioner tersebut melalui website

https://emonev.kisb.sumbarprov.go.id pada tanggal 14 September 2021.

Berdasarkan hasil penilaian KI terhadap isian kuisioner, KPU Kota

Sawahlunto masuk ke tahap penilaian visitasi yang menyisakan 10 KPU

Kabupaten/Kota. Pada tanggal 4 November 2021 KI Sumbar melakukan Visitasi

ke KPU Kota Sawahlunto.

Ketua KPU Kota Sawahlunto diminta untuk mempresentasikan PPID. Dalam

tahap ini menyisakan 3 KPU Kabupaten/Kota yaitu KPU Kabupaten Dharmasraya,

KPU Kota Sawahlunto dan KPU Kota Bukittinggi. Hasil presentasi menentukan

peringkat 1 s/d 3.
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Puncak dari penilaian PPID yang dilaksanakan KI ditetapkan melalui

Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Sumatera Barat Tahun

2021. Pada tanggal 06 Desember 2021 dan KPU Kota Sawahlunto mendapatkan

peringkat ke 1 dari kategori KPU Tingkat Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat

dengan predikat informatif.

Penerimaan Penghargaan KI di Bukittinggi
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No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)

5.

Jumlah Laporan Barang Milik Negara

Berdasarkan SIMAK BMN yang

Datanya Sesuai dengan Data SAK

1 Dok 1 Dok 100%

Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN tercantum di Laporan Barang Kuasa

Pengguna Semesteran (LBKPS) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tanggal 28 November tentang

Penatausahaan Barang Milik Negara, dengan mengacu pada Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71

Tahun 2010.

Dari laporan tersebut diperoleh gambaran posisi BMN pada tanggal 31

Desember 2021, mutasi yang terjadi selama Semester I dan Semester II yang

disajikan berdasarkan Perkiraan Neraca, Penyusutan Barang Kuasa Pengguna

per 31 Desember 2021. Beberapa rincian laporan adalah sebagai berikut:

1. Nilai BMN Intrakompatibel posisi 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.

2.551.621.446 dan Ekstrakompatibel Rp. 51.018.747 sehingga total nilai

BMN gabungan adalah sebesar Rp. 2.602.640.193.

2. Akumulasi penyusutan BMN Intrakompatibel pada 31 Desemebr 2021

adalah sebesar Rp. 1.871.365.824 dan akumulasi penyusutan BMN

Ekstrakompatibel sebesar Rp. 16.509.104. Maka akumulasi penyusutan

BMN gabungan adalah sebesar Rp 1.887.874.928.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum telah

memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hanya saja

beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan

No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)

6.
Target Kinerja tercapai sesuai

perjanjian kinerja
1 Dok 1 Dok 100%
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dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah,

masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan

kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral harus

dilakukan dengan lebih intensif.

C. Akuntabilitas Keuangan
Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dijelaskan di atas, KPU Kota

Sawahlunto didukung pagu anggaran sebesar Rp 2.694.952.000,- yang

bersumber dari APBN. Dari jumlah pagu tersebut pencapaian realisasi keuangan

sebesar Rp2.654.096.758,- dengan persentase realisasi 98,48%.
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BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kota Sawahlunto disusun sebagai pelaksanaan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban

dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka

perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk

memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi

pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai

arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya berpegangan

pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan.

Salah satu keberhasilan kinerja KPU Kota Sawahlunto diapresiasi dalam

kegiatan Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Se-Sumatera Barat Tahun 2021

oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Bukittinggi,

pada hari Senin 6 Desember 2021. Dalam acara tersebut KPU Kota Sawahlunto

mendapatkan penghargaan berupa badan publik yang Informatif pada kategori:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Penerimaan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Demikian Laporan Kinerja KPU Kota Sawahlunto sebagai realisasi dari

Program Kerja Tahun 2021, Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU

Kota Sawahlunto yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja

keras dari semua unsur yang terkait, yang telah berupaya seoptimal mungkin
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LAMPIRAN

Penetapan Kinerja KPU Kota Sawahlunto Tahun 2021

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4

I Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

1 Terlaksananya pengelolaan

dan pelayanan informasi

hukum

Produk hukum yang dikelola

dan didokumentasikan sesuai

dengan peraturan

perundang-undangan

1 Dokumen

Produk hukum yang disajikan

secara tepat, cepat dan akurat

1 Dokumen

2 Terlaksananya layanan

administrasi PAW tepat waktu

dan sesuai aturan

Proses PAW Anggota DPR,

DPD, DPRD Kota dapat

diselesaikan dalam waktu 5

(lima) hari kerja

1 Dokumen

3 Meningkatnya kualitas layanan

informasi dan data yang cepat

serta akurat

Permohonan informasi yang

ditindaklanjuti melalui PPID

sesuai dengan SOP

1 Dokumen

II Program Dukungan Manajemen

1 Terwujudnya Pengelolaan

Barang Milik Negara sesuai

dengan Peraturan dan

Perundangan yang berlaku

Jumlah Laporan Barang Milik

Negara Berdasarkan SIMAK

BMN yang Datanya Sesuai

dengan Data SAK

1 Dokumen

2 Terwujudnya sistem

administrasi penyelenggaraan

Pemilu yang tertib, efektif dan

efisien.

Target Kinerja tercapai sesuai

perjanjian kinerja

1 Dokumen
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